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A. [bookmark: _Toc173149469]Kesimpulan
Musik merupakan salah satu karya seni yang sangat diminati di belahan dunia manapun termasuk Indonesia.Dalam perkembangannya tentunya industri musik memerlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung perkembangan tersebut.Menciptakan karya cipta termasuk musik jelas diperlukan kerja keras, ide, waktu dan tenaga yang besar.Dalam hal ini peraturan dibutuhkan demi melindungi hak-hak dari pencipta di industri musik dari hal yang merugikan mereka.
Berdasarkan isi skripsi diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Pembajakan adalah kegiatan penggandaan karya ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan mendistribusikan barang hasil penggandaan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Seperti halnya praktek pembajakan dinegara lain, pembajakan di Indonesia meliputi Illegal copying, Counterfeinting, Bootlegging. Berdasarkan putusan MA No. 2755 K/PID. SUS/2015 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara barang asli dengan barang palsu.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap hak cipta terdapat dalam UU no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan yang diberikan termasuk perlindungan terhadap aspek hak moral dan ekonomi ciptaan. Salah satu ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta pendistribusian produk bajakan adalah pasal 113 ayat 4 yang berbunyi”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksut pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Selain itu terdapat aspek hak moral dan ekonomi dalam hal ini hak terkait yang diberikan kepada Pelaku pertunjukan, Produser fonogram, Lembaga penyiaran
3. Putusan hakim dalam PutusanMA No. 2755 K/PID. SUS/2015 adalah menolak permintaan kasasi jaksa penuntut umum untuk putusan  Pengadilan Negeri Surabaya no. 2475/pid.b/2014/PN.Sby dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya no. 138/PID/2015/PT.SBY. Dalam hal ini putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang dikarenakan putusan yang dijatuhi sebelumnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini ialah Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun begitu putusan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan dalam diri korban.
4. Dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:
a. Memperkuat kelembagaan terkait hak cipta
b. Sosialisasi pemahaman akan pentingnya keberadaan hak cipta dalam masyarakat
c. Memperkuat penegakan hukum dlalam hal tujuan melindungi hak para pencipta
B. [bookmark: _Toc173149470]Saran
Berdasarkan skripsi ini penulis memilik beberapa saran yang dapat diberikan.Saran tersebut adalah sebagai berikut.
1. Diperlukan adanya kesadaran dan edukasi ke masyarakat terkait hak cipta mengingat banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia
Diperlukan adanya penegakan hukum yang baik dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang hak cipta di Indonesia
2. Diperlukan adanya diskusi antara pelaku industri hak cipta dengan pembuat kebijakan untuk mendukung perundang-undangan terkait hak cipta menjadi lebih baik.
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